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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penulis maka kesimpulan yang penulis tarik dalam 

permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologis 

Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab 

Undang-Undang Acara Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” akan 

dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dibawah ini yaitu: 

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri 

Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  

1. Hal pertama adalah terdapat kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. 

Kurangnya kesadaran hukum tersebut berupa kurangnya sifat inisiatif dari 

masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang dan diperbolehkan oleh 

hukum yang berlaku. Sifat rendahnya kesadaran terhadap hukum tersebut yang 

membuat banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi setiap tahunnya. 

Masyarakat yang tidak memiliki wawasan mengenai hukum menyebabkan tidak 

diketahuinya pula akibat apa yang akan didapatkannya apabila melakukan tindakan 

yang bersifat melawan hukum sendiri tersebut.  

2. Hal kedua yang menjadi kesimpulan penulis dalam rumusan masalah pertama ini 

adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang 

berlaku dalam hukum positif khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri 

sehingga menimbulkan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan merumuskan 

secara jelas tindakan main hakim sendiri tersebut baik secara subjek, objek bahkan 

sanksi nya tersendiri. Dengan adanya kekosongan dalam pengaturan mengenai 

tindakan main hakim sendiri tersebut maka dapat terlihat bahwa tidak terwujud dan 

tidak tercapainya tujuan hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.  
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3. Hal ketiga adalah mengenai aparat penegak hukum. Dapat terlihatnya dengan sampel 

data yang penulis berikan dalam BAB III bahwa penyelesaian terhadap kasus 

tindakan main hakim sendiri mayoritasnya hanya melalui jalur perdamaian sehingga 

tidak jelasnya penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri 

tersebut. Hal tersebut mendukung pula para pelaku tindakan main hakim sendiri 

untuk tetap melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa pada akhirnya hanya 

akan ditempuh dengan jalur damai. Dalam hal tersebut sangat merugikan pihak dari 

korban yang hak-haknya dirampas dan tidak dipulihkan kembali. Bersesuain pula 

dengan adanya faktor-faktor viktimisasi berdasarkan teori left realism yaitu 

mengenai kontrol sosial oleh aparat penegak hukum. Dengan lemahnya aspek ini, 

maka akan meningkatnya viktimisasi yang terjadi.  

 

B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Menyimpang Atas Tindakan 

Main Hakim Sendiri Dikaitkan Dengan Aspek Viktimologi 

1. Hal pertama adalah bahwa pelaku perilaku menyimpang yang posisinya menjadi 

korban dalam tindakan main hakim sendiri terkadang tidak mengetahui upaya hukum 

apa yang dapat dilakukannya. Dalam halnya melakukan upaya hukum, pelaku 

perilaku menyimpang yang posisisnya adalah korban tidak dapat melakukan tuntutan 

terhadap pelaku main hakim sendiri melewati prosedur sesuai dengan hukum acara 

pidana yang ada ataupun melalui alternatif lain sesuai dengan hukum yang berlaku 

yaitu melalui lembaga-lembaga yang menangani mengenai korban dalam suatu 

tindak pidana yaitu seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena 

kurangnya pengetahuan.  

2. Hal kedua adalah dalam ketidaktahuan adanya upaya preventif yang dimana pelaku 

perilaku menyimpang yang memiliki posisi sebagai korban tidak dapat menghindari 

tindakan main hakim sendiri tersebut dengan beberapa cara karena kurangnya 

kesadaran tersebut. Padahal, ada beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan oleh 

korban salah satunya adalah harus memiliki edukasi yang luas terhadap hukum yang 

ada. Dengan adanya edukasi yang luas mengenai hukum yang ada maka akan 

membuat pihak korban yaitu pelaku perilaku menyimpang, terhindar dari tindakan-
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tindakan pemberian sanksi oleh masyarakat yang salah satunya adalah main hakim 

sendiri, yang dimana tindakan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan 

hukum positif yang berlaku khususnya hukum acara pidana yang ada. Sehingga 

dengan dimilikinya edukasi tersebut, korban dapat melakukan pembelaan terhadap 

dirinya sendiri agar terbebas dari tindakan main hakim sendiri. Upaya preventif 

kedua yang dapat dilakukan oleh korban adalah bersosialisasi dengan masyarakat 

setempat. Dengan bersosialisasi maka akan terjalinnya tali pertemenan, kekerabatan 

maupun kekeluargaan yang ada dengan masyarakat setempat, sehingga menurut 

penulis hal tersebut akan meminimalisir terjadinya pemberian sanksi yang berlebihan 

seperti main hakim sendiri oleh masyarakat. Oleh karenanya pula korban dapat 

terhindar dari adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat setempat. Hal 

ketiga adalah berhubungan dengan bersosialisasi dengan masyarakat setempat, hal 

lain yang dapat diperoleh dari adanya proses bersosialisasi tersebut adalah korban 

dapat mengetahui, mempelajari dan menghormati norma-norma selain hukum yang 

ada dalam masyarakat setempat. Sehingga dengan informasi yang diketahui dari 

adanya proses bersosialisasi tersebut, akan menjauhkan korban dari pelanggaran 

terhadap norma-norma masyarakat setempat, sehingga dapat menjauhkan diri pula 

dari adanya pemberian sanksi berlebihan oleh masyarakat setempat berupa main 

hakim sendiri.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang sudah penulis sampaikan, maka penulis 

akan memberikan saran sesuai dengan analisis dan kesimpulan yang penulis telah 

sampaikan sebelumnya. Saran akan diberikan sesuai dengan tiap-tiap rumusan masalah 

yang ada yaitu: 

 

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri 

Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
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1. Mengenai kesadaran hukum oleh masyarakat bahwa kiranya diharapkan agar segala 

aspek membantu agar tercapainya kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakat. 

Aspek tersebut baik dari kalangan masyarakat umum maupun pemerintah. 

Pemerintah dapat melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat-masyarakat yang 

kiranya tidak tergapai atas informasi yang diperlukan. Contohnya: Desa-desa yang 

berada jauh dari perkotaan dan lain sebagainya. Penanaman moral atas wajibnya 

kesadaran hukum yang tinggi pula dapat dilakukan sejak dini dengan mengadakan 

mata pelajaran baik dari tingkat sekolah dasar sampai instansi perguruan tinggi yang 

dimana para guru berperan penting pula sebagai non-pemerintah agar dapat 

menanamkan pendidikan tersebut kepada setiap murid yang ada. 

2. Perlu agar dibuatnya peraturan perundang-undangan yang lebih mendasari nilai-nilai 

Pancasila khususnya yang mengatur mengenai keadilan. Agar tercapainya hal 

tersebut tentunya diperlukan kesadaran yang mendalam oleh para pembuat hukum 

dalam hal mengenai identitas hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan. Gebrakan tersebut perlunya dilakukan seperti yang terjadi dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimana 

memperbaharui bahkan menambahkan pasal yang baru dalam hal menanggapi 

adanya masalah-masalah baru yang terjadi. Hal tersebut perlu menjadi sesuatu yang 

diperhatikan oleh para pembuat undang-undang, agar tetap terjaminnya 

kesejahteraan bagi rakyatnya. 

3. Perlunya pemahaman yang lebih tinggi pula oleh para aparat penegak hukum, 

khususnya yang ada di pengadilan dalam memutus setiap permasalahan yang ada. 

Hal tersebut tentunya berhubungan dengan produk hukum yang dibuat oleh para 

pembuat undang-undang, tetapi perlunya ada mentalitas yang tinggi oleh aparat 

penegak hukum pula seperti jaksa, hakim dan lain sebagainya dalam pengadilan 

dalam menjunjung keadilan yang setinggi-tingginya bagi pihak yang berperkara. 

Kesadaran ataupun mentalitas tersebut harus dikembangkan pula mengikuti dengan 

perkembangan zaman modern ini.  
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B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Menyimpang Atas Tindakan 

Main Hakim Sendiri Dikaitkan Dengan Aspek Viktimologi  

1. Perlunya kesadaran hukum yang tinggi pula oleh korban dalam hal mengetahui 

upaya-upaya hukum apa yang dapat ditempuhnya. Hal tersebut berhubungan erat 

dengan adanya pemahaman terhadap hukum yang tinggi. Pentingnya pemahaman 

tersebut agar korban dapat melakukan upaya hukum, sehingga tidak terenggutnya 

hak-hak sebagai korban. Lembaga alternatif lainnya pula seperti Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan agar lebih sigap dalam 

mengumpulkan informasi dan data perihal adanya korban-korban yang terenggut 

hak-haknya. Dalam kata lain, perlu adanya inisiatif oleh lembaga-lembaga alternatif 

tersebut dalam menanggulangi hal tersebut, mengingat lembaga alternatif tersebut 

bergerak dalam hal melindungi para korban yang terenggut hak-haknya secara 

hukum. 

2. Perlunya peningkatan edukasi mengenai hukum dan mengenai masyarakat yang luas 

oleh korban berhubungan dengan upaya preventif sebagai upaya alternatif yang dapat 

dilakukan oleh korban. Pengedukasian tersebut dapat menghindarkan subjek dari 

adanya tindakan main hakim sendiri dan menghindarkan dari terenggutnya hak-hak 

korban.  Hal ini pula berhubungan dengan tingginya kesadaran hukum oleh pelaku 

perilaku menyimpang yang memiliki posisi sebagai korban agar tidak terulangnya 

kejadian serupa di keadaan yang mendatang, sehingga menciptakan kesejahteraan 

dalam masyarakat. 
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1. Indonesia Sebagai Negara Hukum 

1.1 Tujuan Hukum 

1.2 Keadilan 

1.3 Kepastian Hukum 

1.4 Kemanfaatan 

2. Asas Legalitas 

2.1 Pengertian Asas Legalitas 

2.2 Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Positif Indonesia 

3. Tindakan Main Hakim Sendiri  

3.1 Pengertian Main Hakim Sendiri 

3.2 Main Hakim Sendiri dalam Hukum Positif Indonesia 

4. Perilaku Menyimpang 
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4.1 Pengertian Perilaku Menyimpang di Indonesia dan Faktor Yang 

Mempengaruhi 

5. Viktimologis 

5.1 Pengertian Viktimologis 

5.2 Penerapan Viktimologis dalam Hukum Positif Indonesia 

BAB III TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH 

KELOMPOK ORANG ATAU MASSA TERHADAP PELAKU 

PERILAKU MENYIMPANG 

1. Kasus A 

2. Kasus B 

3. Data Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku 

Menyimpang  

BAB IV ANALISIS TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM 

SENDIRI TERHADAP PELAKU PERILAKU MENYIMPANG 

d. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri 

Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

e. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Menyimpang 

Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Dikaitkan Dengan Aspek 

Viktimologi 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

2 Kesimpulan 

3 Saran 

 




